Puluhan Personil TNI-POLRI
dan Penjabat Publik Sikka
Jalani Vaksinasi Tahap
Pertama

Maumere,Mwartapedia.com — Vaksinasi Covid-19 tahap pertama
diperuntukan bagi segenap anggota personel TNI-POLRI dan
Pejabat Publik di Kabupaten Sikka, Yang digelar bertempat di
Kantor Bupati Sikka, Jln. El Tari, Kelurahan Kota Uneng,
Kabupaten Sikka, Pada Selasa (09/03/21) pagi tadi.

Puluhan anggota personel dari Kodim 1603/Sikka yang terdiri
Para Perwira baik para Pasi dan Danramil beserta anggota
personel turut ambil bagian dalam pelaksanaan vaksinasi tahap
pertama, selain itu pula terlihat segenap anggota personel
dari Polres Sikka baik itu jajaran Perwira maupun segenap
anggota baik itu Polisi laki-laki (Polki) dan Polisi wanita
(Polwan) pun turut serta dalam program vaksinasi tahap
pertama. Terdapat juga para pejabat publik Llingkup
pemerintahan Kab. Sikka dan segenap anggota DPRD Kab. Sikka
juga melaksanakan program vaksinasi tahap pertama.

Kegiatan vaksinasi tahap pertama ini langsung disiapkan dan
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diberikan oleh tenaga kesehatan (Nakes) Dinas Kesehatan Kab.
Sikka. Sebelum pelaksanaan vaksinasi tahap pertama segenap
anggota personel TNI dan POLRI beserta pejabat publik
mengikuti tahap awal pemeriksaan (Screening) oleh tenaga
kesehatan yang bertugas sebelum dilakukan penyuntikan
vaksinasi guna mengetahui kondisi kesehatan dari tubuh
seseorang yang akan menerima suntikan vaksinasi.

Pada tempat terpisah Dandim 1603/Sikka, Letkol. Inf. M.
Zulanlendra Utama, S.I.P, menambahkan, Pihaknya akan tetap
mengikuti prosedur atau syarat kesehatan yang telah ditentukan
agar dapat divaksin Covid-19.

Bagi anggota TNI yang memenuhi syarat untuk divaksin, akan
divaksin. Kalau personel dalam pemeriksaan medis dinyatakan
tidak memenuhi syarat maka tidak dilakukan vaksin terhadap
personel tersebut. Vaksin Covid-19 yang diberikan pemerintah
telah melalui legalitas dan lulus Uji klinis dari BPOM dan
MUI. vaksin Covid-19 ini aman dan halal.

Vaksinasi Covid-19 yang diberikan untuk anggota personel Kodim
1603/Sikka dan anggota personel Polres Sikka serta pejabat
publik yang 1intens bersentuhan langsung dengan warga
masyarakat, terutama personel Kodim 1603/Sikka yang tergabung
dalam kegiatan di wilayah binaan teritorialnya.

Berikut data penerima vaksinasi tahap pertama yakni Kodim
1603/Sikka sebanyak 30 Personel, Lanal Maumere sebanyak 25
Personel, Polres Sikka sebanyak 45 Personel, DPRD Kabupaten
Sikka sebanyak 34 orang, tokoh agama sebanyak 40 orang, dan
pejabat publik sebanyak 45 orang. (VA)
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Meskipun KLB Partai Demokraat
Dinilai Ilegal, Namun KLB Ini
Menjadi Inspirasi Bagi Parpol
Dinasti

* 1}/ PETRUS SELESTINUS

Kanrinator TR

Kupang,Mwartapedia.com — Dinamika politik yang berkembang di
internal Partai Demokrat (PD), terkait dengan penyelenggaraan
Kongres Luar Biasa (KLB) PD di Sibolga, Sumatera Utara, telah
membawa PD berada dalam “Perselisihan Partai Poltik” karena
telah lahir “Dualisme Kepengurusan” dari Partai Politik yang
sama, yang oleh UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik,
tidak diakui keberadaannya.

Demikian pernyataan tertulis yang diterima dari Petrus
Selestinus Koordinator Tim Pembela Demokrasi (TPDI) dan
Advokat Peradi yang diterima media ini pada Selasa
(09/03/2021).

Menurutnya, KLB yang diselenggarakan oleh para mantan kader
PD, telah melahirkan dualisme kepengurusan PD, meskipun secara
prosedural dan organisatoris bertentangan dengan AD-ART dan UU
Partai Politik, yang tidak membenarkan dan tidak mengakui
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pembentukan kepengurusan dan/atau keanggotaan dari Partail
Politik yang sama oleh anggota atau pengurus yang sudah
diberhentikan.

“Guna mengatasi problem organisatoris dan yuridis di dalam
Partai Politik, UU Partai Politik menyediakan 2 (dua)
instrumen penting yang wajib dimiliki oleh setiap Partail
Politik yaitu instrumen “Mahkamah Partai Politik” dan
instrumen “Forum Tertinggi Pengambilan Keputusan Partai
Politik” yang disebut Kongres atau Konres Luar Biasa, Munas
atau Munaslub atau Muktamar atau Muktamar Luar Biasa,”
ungkapnya.

Mshkamah Partai Politik Tidak Berfungsi

Petrus menambahkan, apa yang terjadi dengan ketidakpuasan
sejumlah kader atas managemen PD yang berujung dengan
pemecatan dari keanggotaan dan kepengurusan PD, seharusnya
diselesaikan melalui saluran Mahkamah Partai Politik PD dan
jika tidak tercapai penyelesaian, baru permasalahnya dibawa ke
ranah hukum yaitu gugatan ke Pengadilan Negeri, dan bukan
membawa permasalahan ke KLB.

“Mahkamah Partai Politik adalah lembaga Yudikatif Partai yang
dibentuk atas perintah UU Partai Politik dengan fungsi
menyelesaikan Perselisihan Partai Politik di internal Partai
sesuaili ketentuan AD-ART, dan jika Mahkamah Partai tidak
berhasil menyelesaikan, maka permasalahannya dibawa ke
Pengadilan Negeri untuk menyelesaikannya,”katanya.

Masih menurut Petrus, Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang
Partai Politik membuat kualifikasi/kategori Perselisihan
Partai Politik ke dalam 6 (enam) isu penting yaitu : a.
Perselisihan yang berkenaan dengan Kkepengurusan; b.
Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; c. Pemecatan
tanpa alasan yang jelas; d. Penyalahgunaan kewenangan; e.
Pertanggungjawaban keuangan; dan f. Keberatan terhadap
keputusan Partai Politik.



KLB dan Tuduhan Kudeta Terselubung

Petrus menjelsakan, Kongres atau KLB adalah “Forum Tertinggi
Pengambilan Keputusan Partai Politik” sebagai manifestasi
kedaulatan anggota Partai Politik yang oleh AD-ART diberi
wewenang secara Llimitatif hanya pada isu-isu strategis,
seperti : a. Mengubah dan mengesahkan AD dan ART Partail
Politik; b. Memilih atau mengganti Ketua Umum Partai Politik;
c. Merubah nama dan/atau Lambang Partai Politik; dan d. Hal-
hal strategis dan mendesak lainnya.

“Oleh karena itu pertanyannya adalah, apa urgensinya sehingga
para mantan kader dan pengurus PD menyelenggarakan KLB di
Sibolga dan menarik Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko, selaku KSP
sebagali pihak eksternal masuk ke dalam KLB dan memilihnya
menjadi Ketua Umum PD; dan apakah pada saat ini PD berada
dalam kevacuman jabatan Ketua Umum Partai, sehingga memerlukan
pengisian jabatan Ketua Umum PD melalui KLB,"”jelasnya.

Lebih lanjut Petrus menambahkan, Tidak adanya kevacuman
jabatan Ketua Umum PD karena memang AHY tidak diberhentikan
dari jabatan Ketua Umum oleh PD, maka penggunaan instrumen KLB
dan melahirkan Moeldoko sebagai Ketua Umum, tidak memiliki
legitimasi apapun. Artinya KLB ini tidak lebih dari hanya
upaya untuk membongkar sistem dinasti SBY, jika demikian
sepenting apakah Moledoko bagi PD dalam perubahan di internal
PD.

“Ini yang harus dijelaskan ke publik, jika tidak ingin dicap
KLB ini merupakan kudeta terselubung yang gagal, karena
jabatan Ketua Umum PD pada AHY bersama seluruh jajarannya di
DPP. PD tidak tergantikan oleh sebuah putusan Mahkamah Partai
Politik dan Organ PD lainnya yang berwenang, sehingga alasan
KLB secara mekanisme menjadi lemah,”tambahnya.

KLB Ilegal Untuk Demokrasi

Petrus mengungkapka, Penyakit kronis yang melanda hampir semua
Partai Politik di Indonesia adalah suburnya budaya feodal,



budaya oligarki, budaya dinasti dan budaya uang yang
menempatkan Ketua Umum Partai sebagai pemilik Partai Politik,
sehingga para kader hanya boleh mengabdi kepada tuannya yaitu
Ketua Umum. Kondisi ini menjadi puncak gunung es dan akan
berpotensi melahirkan Perselisihan Partai Politik, yang tidak
bisa diselesaikan dengan mekanisme AD-ART Partai.

“Kuatnya budaya feodal dan oligarki demi dinasti dan uang, di
lingkungan Partai, semakin memperkokoh kelompok status quo
dengan segala keangkuhan dan kewenangan ekstra yang tidak
dapat diganggu gugat melalui kekuatan AD-ART, yang dalam
praktek hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Mahkamah
Partai Politik, hanya menjadi alat melegitimasi tindakan Ketua
Umum, yang sewenang-wenang terhadap kader Partai yang berbeda
pendapat ketika berhadapan dengan hak prerogatif Ketua Umum
Partai,” ungkapnya.

Menurutnya, Akumulasi berbagai persoalan kelompok status quo
di internal PD, menjadi “puncak gunung es”, sehingga para
kader terpaksa mencari jalannya sendiri melalui KLB, karena
ada urgensi dan tanggung jawab moral untuk melakukan perubahan
demi memperkuat pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian
yang efektif, yang tidak dapat lagi diatasi secara mekanis
dengan AD-ART, maka KLB menjadi opsi minimal untuk memberikan
koreksi bahwa ada yang salah dalam managemen PD.

“Di mata para mantan kader dan sebagian kader PD, bahwa alasan
untuk menyelamatkan PD dari bahaya feodalisme, oligarki,
dinasti dan budaya uang yang terlanjur kuat di PD, hanya
dengan KLB karena sistem yang dibangun melalui mekanisme AD-
ART semakin melanggengkan kelompok dinasti SBY untuk tetap
bercokol di puncak pimpinan PD, sehingga sulit dilakukan
perubahan dengan mekanisme AD-ART di PD,"”tambahnya.

Baginya, KLB PD di Sibolga, bukan saja menjadi preseden buruk
karena mencoreng wajah demokrasi di negara kita, tetapi juga
sebagai “lampu kuning” yang memberi peringatan bagi Partai
Politik yang membangun feodalisme dan oligarki demi



mempertahankan dinasti politik dan budaya uang yang menjadi
racun bagi banyak kader di Partai Politik. (ML).



